A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara hukum positif, pendirian bangunan wisata The

Lost World Castle paling tidak telah bertentangan
dengan beberapa tentuan pasal peraturan perundang-
undangan. Adapun peraturan yang secara spesifik
adalah pertama,Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang pasal 68 ayat 1 yaitu setiap
orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah
di tetapkan yang mengakibatkan perubahan ruang,
dipidanan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah), Kedua Peraturan presiden nomor 70 tahun
2014 tentang rencana tata ruang dan kawasan gunung
merapi pasal 30 huruf b menetapkan zona lindung 2
(zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana

alam geologi yang terdampak langsung. Ketiga
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Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman
selama tahun 2011-2031 pasal 79 menetapkan tidak
diperbolehkan pengembangan hunian hidup di arean
terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf a) dan
tidak diperbolehkan menambah prasara dan sara baru di
daerah terdampak langsung letusan merapi 2010 (huruf
b)

Upaya penegakkan hukum atas pendirian bangunan
wisata the lost world castle pada dasarnya telah
dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman, mulai dari
bergeraknya beberapa dinas yang telah melayangkan
surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan,
hingga pada laporan kasus ke pihak yang berwenang
yaitu kepolisian, selain itu dari pihak pemerintah
kabupaten setelah proses hukum memiliki hukum yang
tetap, maka institusi satuan polisi pamong praja tentu

akan melakukan tindakan seperti pembongkaran paksa.
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Saran

Pada dasarnya persoalan mengenai Pendirian
bangunan The Lost World Castle adalah persoalan
implimentasi aturan, kesadaran masayarakat dengan
hukum, serta penegakkan hukumnya. Upaya atau saran
yang penulis ajukan adalah pertama sebaiknya perlu ada
sosialisai secara menyeluruh melalui berbagam macam
media, terutama di era digitalisasi ini, pemanfaatan mesia
sosial dirasa cukup menyentuh. Kedua, masyarakat perlu
diikutsertakan dalam setiap pembangunan atau pembuatan
kebijakan apapun yang berkaitan erat dengan tata ruang
sehingga mereka akan dapat langsung belajar (learning by
doing). Ketiga, perlu adanya ketegasan dari pemerintah

dalam menegakkan aturan baik pusat maupun daerah.
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